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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penelitian ini akan membahas tentang tingkat kepatuhan Indonesia dalam implementasi 

perjanjian International Convention on the protection of the right of all migrant workers and 

member of their families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh 

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Migrasi dapat kita artikan sebagai perpindahan 

penduduk dari satu tempat ketempat lain dikarenakan penduduk memilih untuk berpindah 

karna beberapa alasan seperti berpindah / bermigrasi untuk bekerja, mencari tempat aman 

seperti pengungsi atau pencari suaka, banyak faktor yang membuat penduduk untuk 

bermigrasi. (Haryono, 2017). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyuarakan 

keprihatinan terhadap pengiriman tenaga kerja migran asal Afrika yang ditujukan ke eropa, 

dalam pengiriman para pekerja migran lebih ke pemaksaan dan kerja paksa ketika berada di 

eropa. Hal ini membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan untuk pembutan 

konvensi hak pekerja migran. (United Nations, 1990)  

Pada tanggal 18 Desember 1990 International Convention on the Protection of the Rights 

Of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai 

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) diadopsi oleh 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) tanpa 

melakukan pemungutan suara dan terbuka untuk ditandatangani oleh negara anggota dari 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai salah satu negara dengan pengirim tenaga kerja 

yang cukup banyak dikawasan Asia, Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak 

tenaga kerjanya dengan harapan akan meningkatkan posisi tawar yang tinggi serta dihargai 
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oleh negara lain, hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak tenaga kerjanya yang sedang 

bekerja diluar negri. (Adha, 2013).  

Pemerintah telah menganalisis untuk ratifikasi konvensi internasional mengenai 

perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, ini dikarenakan 

beberapa pasal yang perlu dipertimbangkan, Pertama, menyetujui konvensi tersebut dapat 

merugikan Indonesia dikarenakan mewajibkan untuk memenuhi hak tenaga kerja asing 

beserta keluarganya, seperti tunjangan, kehilangan pekerjaan jika suatu waktu tenaga kerja 

tersebut dipecat secara sepihak dikarenakan suatu alasan oleh perusahaan.  

Kedua, Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja 

Migran dan Anggota Keluarganya mengatur kewajiban bagi negara anggota yang 

menyetujui untuk memberikan perlindungan pekerjaan maupun keamanan kepada tenaga 

kerja asing yang sedang bekerja dinegara tujuan, adanya hak persamaan seperti ini warga 

takut akan lahan pekerjaan yang di isi oleh tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal 

tersingkir. ketiga, pasal-pasal yang ada dalam konvensi tersebut, perusahaan tidak dapat 

memutuskan kontrak kerja secara cepat atau dengan sebelah pihak, walaupun pemecatan 

secara sepihak terjadi Pemerintah belum siap untuk memberikan fasilitas untuk mencari serta 

mendapatkan pekerjaan yang membuat pekerja lokal menjadi tersingkir. (Syahputra, 2013) 

Indonesia mengesahkan konvensi pada tanggal 2 Mei 2012 melalui UU No. 6 Tahun 

2012 tentang pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai 

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang disahkan 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Zulfikar, 2013)  

Konvensi ini bertujuan untuk menentukan standar peraturan dan hak pekerja migran 

tanpa melihat status dari pekerja migran itu sendiri seperti yang tercantum didalam Pasal 35 
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International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families menyatakan “Tidak satupun bagian konvensi ini boleh diartikan 

sebagai maksud untuk menjadikan situasi regular bagi para pekerja migran dan anggota 

keluarganya yang tidak memiliki dokumen, atau berada dalam suatu situasi tak-reguler, serta 

tidak boleh mengabaikan kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan kondisi yang baik 

dan setara untuk migrasi internasional sebagaimana ditentukan dalan bagian VI Konvensi 

ini.”. Status pekerja migran ini akan tetap dilindungi untuk mendapatkan hak dasar yang 

harus dipenuhi.  

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasi International Convention on 

the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 

(Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya) adalah upaya untuk melindungi buruh migran dari berbagai 

permasalahan yang mereka alami saat sebelum bekerja, saat bekerja dan sesudah bekerja.  

Terdapat perbedaan terhadap kondisi buruh migran sebelum dan sesudah Pemerintah 

Indonesia meratifikasi International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai 

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, untuk jaminan 

sosial kesehatan para pekerja migran telah beralih ke jaminan kesehatan yang di kelola oleh 

BPJS Kesehatan, yang sebelumnya asuransi kesehatan untuk pekerja migran dipegang oleh 

pihak swasta yang diketuai oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, yang mana pada 

praktiknya lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan perlindungan serta keselamatan 

terhadap pekerja migran Indonesia. (Wardani, 2020) 

Ada beberapa Pasal yang dapat melihat posisi kepatuhan suatu negara, yang mana negara 

dapat melakukan perlindungan terhadap tenaga kerjanya yang sedang berada diluar negeri, 
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Pasal ini penulis kaitkan terhadap kasus yang relevan terhadap permasalahan yang dialami 

oleh pekerja migran hingga saat ini. Berikut beberapa Pasal yang akan dibahas : 

Menurut isi Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh 

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang mengandung pengertian bahwa setiap 

pekerja migran memiliki hak yang setara dengan warga negara dari negara tujuan dihadapan 

pengadilan dan tribunal, dan pada Pasal 23 yang mengandung pengertian bahwa pekerja 

migran dapat memilih untuk meminta bantuan kepada pejabat konsuler atau diplomatic dari 

negara asalnya. Terkait jaminan sosial untuk pekerja migran juga telah dicantumkan didalam 

Pasal 27 Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya yang mengandung bahwa pekerja migran harus menikmati perlakuan 

yang sama seperti warga negara tujuan dibidang jaminan sosial, dan pada Pasal 28 tercantum 

bahwa pekerja migran berhak untuk mendapatkan perawatan Kesehatan untuk 

keberlangsungan hidupnya. 

Diagram 1. 1 Kasus Per-Negara Semester I Tahun 2022 

 

Sumber : www.bp2mi.go.id (Pusat Data dan Informasi)  

Data empat teratas yang menjadi negara terbanyak menghadirkan kasus terhadap 

pekerja migran Indonesia, kemudian disambung dari Mauritius (51 Kasus), Hong Kong (45 

Kasus), Korea Selatan (39 Kasus), Poland (35 Kasus), Singapore (31 Kasus), Iraq (21 

293

201

94

53

Data Kasus Per-Negara Semester I 2022

Malaysia

Saudi Arabia

Taiwan

United Arab

Emirates

http://www.bp2mi.go.id/
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Kasus), pada data diatas permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia berupa 

Kekerasan, Sakit, Gaji tidak dibayar, Tinggal lebih lama, perdagangan orang, berstatus 

ilegal, kecelakaan hingga meninggal. 

Tabel 1. 1 Jumlah Pengaduan PMI Semester I Tahun 2022  
NO JENIS MASALAH JAN FEB MAR APR MEI TOTAL 

1 TKI ingin dipulangkan 23  33 18 72 48 194 

2 TKI gagal berangkat 32 13 22 11 6 84 

3 Ilegal rekrut calon TKI 11 2 38 30 0 81 

4 Meninggal dunia di negara tujuan 12 13 16 12 5 58 

5 Penipuan peluang kerja 8 10 13 12 8 51 

6 Gaji tidak dibayar 10 15 6 5 10 46 

7 Lain-lain 25 4 6 0 4 39 

8 Sakit 9 6 7 4 8 34 

9 Perdagangan orang 5 5 7 4 3 24 

10 Putus hubungan komunikasi 6 3 9 2 2 22 

11 

Penahanan paspor/dokumen 

lainnya oleh PPTKIS 
1 2 13 3 3 22 

12 TKI sakit/rawat inap 7 2 2 4 4 19 

13 Overstay 4 4 3 3 3 17 

14 Kecelakaan 0 14 1 0 0 15 

15 Meninggal 2 4 1 3 5 15 

16 

Asuransi luar negeri belum 

dibayar 
5 0 2 1 4 12 

17 TKI tidak berdokumen 9 0 2 0 0 11 

18 TKI dalam tahanan/proses tahanan 0 2 2 1 4 9 

19 TKI mengalami kecelakaan 1 1 1 0 5 8 

20 Depresi/sakit jiwa 0 4 1 2 1 8 

21 Lainnya 8 10 9 11 19 57 

 TOTAL 178 147 179 180 142 826 

Sumber : www.bp2mi.go.id (Pusat Data dan Informasi)  

http://www.bp2mi.go.id/
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Dalam data yang tersedia penulis akan mengangkat pemasalahan seperti hak 

mendasar yang harus diterima oleh Pekerja Migran Indonesia, Pendampingan Pekerja 

Migran Indonesia Bermasalah, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan, 

melihat dari kasus seperti ingin dipulangkan, sakit, hingga meninggal dunia hal ini dapat 

merujuk kepada kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. 

Mengingat banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang tersebar dibeberapa negara tujuan, 

perlindungan dan pemenuhan hak sangat diperlukan untuk keselamatan dan kenyamanan 

pekerja migran untuk bekerja diluar, menurut data BP2MI menyampaikan total pekerja 

migran Indonesia yang tersebar mencapai 3,7 juta pekerja, data ini merujuk pada pekerja 

yang tercatat secara resmi serta melalui prosedur dan disebar ke 150 negara, menurut yang 

disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI pada saat rapat kerja dengan Kementrian Luar 

Negeri pada tanggal 31 Mei 2022. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kita mengetahui permasalahan yang dialami oleh 

para Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri. bagaimana implementasi 

dari Pemerintah dalam pemenuhan hak dasar, Pendampingan Pekerja Migran Bermasalah, 

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk para Pekerja Migran 

Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri, dari implementasi tersebut barulah kita dapat 

melihat kepatuhan Indonesia dalam implementasi undang-undang No. 6 Tahun 2012 tentang 

perlindungan pekerja migran.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan hingga penyelesaian proses 

permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri serta 
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tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ratifikasi hingga implementasi konvensi pekerja 

migran dan anggota keluarganya.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pembaca dan menjadi sumber informasi 

serta rujukan bagi penulis lainnya mengenai International Convention on the Protection of 

the Rights Of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional 

Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dalam penelitian ini 

penulis melihat tingkat kepatuhan dari Indonesia dalam implementasi konvensi. 
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